
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1198, 2019 KEMEN-BUMN. Jabatan dan Kelas Jabatan. 

Pencabutan. 
 

 
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER - 05/MBU/10/2019 

TENTANG 

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan peraturan mengenai kelas jabatan;  

  b. bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

sebelumnya telah menetapkan Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/10/2014 

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara; 

  c. bahwa permintaan validasi hasil evaluasi jabatan di 

lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah 

disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor: B/109/M.SM.04/00/2019 tanggal 13 September 

2019, sehingga perlu mengatur kembali jabatan dan 
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kelas jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Usaha Milik Negara 

tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan 

Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan 

(PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan 

Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

  8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

06/MBU/12/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. 

 

Pasal 1 

Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan 

tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan 

pengawas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara. 

 

Pasal 2 

Jabatan dan kelas jabatan fungsional keahlian dan fungsional 

ketrampilan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara ini.  

 

Pasal 3 

Jabatan dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara ini.  

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/10/2014 

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 

2019. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Oktober 20192016 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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